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DENGAIY RAIIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA

Menimbang

. BTIPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
yang baik kepada mas5rarakat dibidang
penyediaan air bersih, maka dipandang perlu
untuk menambah sarana dan prasarana
instalasi produksi air bersih pada Pemsahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, melalui
upaya penambatran Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Tapin kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tapin;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7L ayat (71

i?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kd, teral<hir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daeratr, investasi jangtca panjarrg Pemerintah
Daeratr dapat dianggarkan apabila jumlah yang

"\en disertakan dalam tahun anggara.n
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal yang
berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tapin;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yury Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Urrdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang
Perbendatraraan Negara (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tarrbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a3771,;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaart, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nomor 66, Tambatran
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Perattrran Perrrndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 82, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244,
Tambatran I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubatr beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perqrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(I+mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nornor 33, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa90\

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peratnran Pemerintah Nomor 38 Tatrun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daeratr
I(abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tasrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tatrun 2OO8
tentang Investasi Pemerintatr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor t4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48121, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
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Tahun 2OlL tentang Pembahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OlL Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5261);

L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatr
beberapa kaii, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Penrbahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tapin;

23. Perafirran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O4
Tahun 2OOg tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2074 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2015;



26.

27.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun
Artggaran 2Ol5;

Dengan Persetufuan Bersama

DEIUAN PERWAITIL/TII RAI(YAT DAERAII KABUPATTIT TAPIN

den

BUPATI TAPIN

MEUUTUSIIAN :

Menetapkan : PERATURAIY DAERAII TEIITAIYG PEIYYERTAAII
MODAL PEMERINTAII KABUPA,TEN TAPIN
KTPADA PERUSAIIAAN DAERATI AIR MINUM
IIABUPATEN TAPIN.

BAB I
I{JryTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daeratr Kabupaten
Tapin, yarrg merupakan lembaga perwakilan ralgrat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

+. Pemerintah Daeratr adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan ttrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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(1)

(2)

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan
modal'daerah pada suahr usaha bersama atau pemanfaatarr
modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapatlan bagran
dari hasil usaha bersama, yang disetorkan ke Kas Daerah dan
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, yang
selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Tapin adalah suatu
Badan Usaha Milik Daerah berbentuk badan hukum miUk
Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15
Tahun L99O.

1 BAB II
. TUWAIY

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daeratr bertujuan untuk :

a. memperkuat stmktur permodalan Perusahaan Daerah Air
Minum;

b. meningkatkan pelayanan dibidang air bersih;
c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
ekonomi perusahaan, dengan tetap mengutamakan kepentingan
sosial, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan
transparansi.

BAB III
PEINTBRTAAN }IODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan Penyertaan
Modal kepada PDAM Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun
Anggaran 2Ol4 sebesar Rp, 92.O14.625.000,00
(sembilan puluh dua milgar empat belas juta enam rafits dua
pttluh lima ibt rupiah).

Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan penambahan
Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Tapin selama 3
(tiga) Talrun Anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat
belas milyar ntpia$, dengan rincian pada tahun anggaran 2O1S
diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milgar
rapiall, pada tahun anggaran 2016 diberikan sebesar Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiahl dan pada tahun anggaran
2Ol7 diberikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milgar
rupia\.
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(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PDAM
Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun Anggaran 2ols
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) sebesar Rp.
102.014.625.000,00 (seratus dua milyar empat belas juta enam
rafits dua puluhlima rupia\.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PDAM
Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl
dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2Ol5 sampai dengan
Tahun Anggaran 2OtT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tapin kepada PDAM Kabupaten Tapin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan Tahun
Anggaran 2OLZ adalah sebesar Rp. 106.014.625.000,00 (serahts
enqm milgar empat belas juta enam rafits dua puluh lima ribu
rupioh).

Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin
kepada PDAM Kabupaten Tapin setiap Tatrun Anggaran akan
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Tahun Anggaran berkenaan.

Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menambah Penyertaan
Modal kepada PDAM Kabupaten Tapin setiap Talrun Anggaran
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daeratr.

BAB IlI
PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap penggunaan modal PDAM Kabupaten Tapin
akan dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tapin yang
secara periodik melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pesat 5

Hal-hal yang belum diatrrr dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati danlata,u Keputusan Bupati.

(4)

(s)

(6)

(7)
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Pasd 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratural Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal O5 Juni 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Juni 2015

I(ABT'PATEN TAPIN,

DATRAII KABI'PATEN TAPTI TAHI'IT 2OT5 IYOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (65/2015)
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